
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 128 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN 
PENYE LENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN 

Menim ang 

DENGAN RAHMAT TUHA YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksa nakan ketentuan Pasal 5 Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelen ggaraan 
Perizinan Berusaha di Daer , perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Ta sikmalaya tentang Pendelegasian Kewenangan 

yelenggaraan erizin an erusaha dan 0 enzlnan; 

Menging t g-Und g or 14 Tahun 19 50 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

an Pr vin i J awa Barat (Berita gara Tahun 
195 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

No r 4 Tahun 1968 ten tang Pembentukan Kabupaten 

Purwakart da Ka u paten Suban dengan mengubah 

Un dang- dang Nomor 14 Tahun 195 tentang 
emb ntukan Daerah-d aerah Kab pa ten dalarn 

Ling gan Provinsi Jawa Bara t (Lembaran Negara 
epubrk Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 , Tarnbahan 

Le baran Nega a Republik Indonesia omor 2851); 

2 , dang-Un d a ng Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

meri tahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indon 'a Ta un 201 4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran 
Negara Repu lik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 ten tang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 
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3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6617); 

5 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha d i Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 0 r 16, 
Tambahan Lem baran Negara Republik d on esia 
Nomor 6618); 

6 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahu . 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu a t Pintu 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia a h n 2017 
Nomor 1956); 

7 . Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Moda l omor 4 
Tahun 2021 ten tang Pedoman dan Tata Car P layanan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Fasilitas 

Penanaman Modal (Berita Negara Repub i In donesia 

Tahun 2021 Nomor 272); 

8 . Peratu ran Daerah Kabupaten Tasik malaya Nomor 1 
Tahun 20 16 tentang Tata Cara Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lem baran Daerah Kabupaten Ta ikmalaya 

Tahun 20 16 Nom or 1); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 

Tahun 20 16 ten tang Urusan Pem erintaha a ng menjadi 
kewen angan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabu paten Tasikm alaya Tahun 2016 
Nom or 3); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 

Tahun 20 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 7) sebagaimana telah diu bah beberapa k ali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 3 Tahun 2021 ten tang Perubahan Kedua Ata s 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 

2021 Nomor 3) ; 



3 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN 
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 
DAN NON PERIZINAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peratu ran Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasik malaya . 
2. B pati adalah Bupati Tasikmalaya. 
3. m rintah Daerah a dalah Bupati s ebagai unsur penyelenggara Pem intahan 

Daera h yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang m njadi 
kewenangan daerah otonom . 

4. Per g a t Daerah adalah Un sur Pem bantu Bupati dalam Penyel n ggaraan 

Uru a n Pemerinta han yang menjadi k ewenangan Da erah. 
5. Din s Penan aman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pin tu dan Tena a Kerja 

yan lanjutnya disingkat DPMPTSPTK adalah perangkat aerah yang 
mem punyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan p me intahan di 

bidang penanaman modal, tena ga kerja dan transmigrasi y g menjadi 

kew nangan daera h. 
6. Pela anan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya d is ingkat PTS adalah 

pela an an secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimul ' ari tahap 
permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayana melalui 
satu in tu. 

7. Peny lengga raan PTSP adalah k egiatan penyelenggaraan Perizinan dan 

Nonperizin an yang proses pengelolaannya m ulai dari taha p permohonan 
sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dala m satu pintu 
dan satu tem pat. 

8. Delegasi a dalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/ atau Pejabat 
Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/ atau Pejabat 
Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggun g jawab dan tanggung gugat 

beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. 
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari 

pemerintah kepada seseorang a tau pelaku usaha/kegiatan tertentu seSU81 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha 
untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. 

11 . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan 
tingkat resiko kegiatan usaha. 

12. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya 
sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan 
pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 
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13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya d isebut s ebagai 

Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 

14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single 

Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem elektron ik 
terintegrasi yang dike lola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk 
penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

15. Sistem Perizinan Elektronik Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya 

disingkat SPEKTA adalah sistem elektron ik terintegrasi yang dikelola dan 
diselenggarakan oleh DPMPTSPTK untuk penyelenggaraan nonperizinan 
dan/atau perizinan non OSS. 

BAB II 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

Pasal 2 

( 1) B a t i mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayana Perizinan 
Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSPTK. 

(2) Perizin an Berusaha dan Nonperizin an yang didelega sikan p da Kepala 

DP PTSPTK sebagaimana d im a ksu d pada ayat (1) di tapkan dengan 

Keputu san Bupati. 

BABIII 
PENYELENGGARAAN PERIZINAN 

Bagian Kesatu 

Um um 

Pasal 3 

(1) Penyelen ggaraan Perizinan Berus aha dilakukan u n tuk m eningkatkan 
ekosistem inves tasi dan kegiatan berusaha. 

(2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) melipu ti : 

a. Perzinan Berusaha Berbasis Risik o; 
b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan 
c. Perizinan Berusaha sektor. 

(3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringka t skala 

usaha kegiatan usaha. 

(4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b meliputi: 
a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; 
b. persetujuan lingkungan; dan 
c . persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. 

(5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

terdiri atas sektor: 



a. kelautan dan perikanan; 
b. pertanian; 

c . lingkungan hidup dan kehutanan; 
d. energi dan sumber daya m in eral; 
e. perindustrian; 
f. perdagangan; 

g. pekerjaan umum dan perumahan ralryat; 
h. transportasi; 

1. kesehatan, obat dan makanan; 
J. pendidikan dan kebudayaan; 
k. pariwisa ta; 

1. pos , telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektr ik;dan 
. etenagakerjaan. 

Bagia n Kedua 
Manajemen Penyelenggaraan 

Pa sal4 

Manaje en Penyelen ggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan m elipu ti: 
a. pelaksanaan pelayanan; 

b . pengelolaan pengaduan masyarakat; 
c. pengelo aan informasi; 
d . penyuluhan kepa da masyarakat; 
e . pel yanan konsultasi; dan 
f. pend ampingan hukum . 

Pasal 5 
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(1 ) Pelaksana an pelayanan Perizin an Berusaha dan Nonperizin an se ag81mana 
dima sud dalam Pasal 3 h u ruf a, d iselengga rakan secara man iri mela lui 
ass b r basis resiko danj atau SPEKTA. 

(2) Dalam m enyelenggarakan pelayanan perizinan, DPMPTSPTK berkoordinasi 
dengan Perangkat Daerah terkait. 

(3) Perangkat Daerah terkait wajib memberika n rekom enda si atau persetujuan 

dalam sistem ass berbasis resiko dan jatau SPEKTA dalam rangka 
penyelesaian Perizinan Berusaha, mau pun Nonperizinan. 

(4) Kepala DPMPTSPTK menerbitkan izin dan nonizin, setelah mendapat 
rekomendasi atau persetujuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses penyelenggaraan perizinan. 

Pasal6 

(1 ) Pengelolaan pengaduan masyaraka t sebagaimana dimaksud da lam Pasal 4 
huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, 
dan tidak dipungut biaya. 

(2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan tahapan: 
a. menerima dan memberikan tanda terima; 
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b. memeriksa kelengkapan dokumen; 

c . mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian; 
d. menelaah dan menanggapi; 
e. menatausahakan; 
f. melaporkan hasil; dan 

g. memantau dan mengevaluasi. 

Pasal 7 

(1 ) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 4 huruf c , 
dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyaraka t. 

(2) Pelaksana an pengelola an informasi sebagaimana dimaksud pa a ayat (1), 
ing sedikit: 

a . m enerima permintaan layanan informasi; dan 

m enyediaka n dan memberika n informasi terkait layanan P rizinan 
Berusaha dan Nonperizinan. 

Pasal8 

(1) Penyuluhan kepada m asyarakat sebagaim ana dimaksu d dal 
hu f d , meliputi: 

Pasal 4 

a. ak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap 
pela anan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; 

b. anfaat Perizinan Berusaha dan Nonperizinan bagi masyarak t; 
c. pers aratan dan mekanism e layanan Perizin an Berusaha dan 

Nonperizinan; 

d. waktu dan tempat pelayanan; dan 
e. t in gkat risiko kegiatan usaha . 

(2) Penyel n ggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melal 1: 

a. m d i elek tron ik; 
b. media cetak; dan I a ta u 
c. pert muan. 

(3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana d imaksud pada aya t 1) dan ayat (2) 

dilakukan oleh DPMPfSPTK berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait 

secara periodik. 

Pasal 9 

(1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, paling 

sedikit: 
a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; 
b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; dan 
c. pendampingan teknis. 

(2) Pelayanan konsuitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di 
ruang konsultasi yang disediakan danl atau daring. 

(3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

DPMPfSPTK berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait secara 

in teraktif. 
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Pasal 10 

(1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f 
dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan 
pelaksanaan perizinan. 

(2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
perangkat daerah yang membidangi hukum. 

BABIV 

TIM TEKNIS 

Pasal 11 

(1) ala m rangka menunJang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan 
erizinan Berusaha dan Nonperizinan pada Perangkat Daerah yang 
engampu u rusan PTSP dapat dibentuk Tim Teknis. 

(2) Ti Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai engan 
ke utuhan dengan meliba tkan Perangkat Daerah terkait . 

(3) Ti Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan 

me berikan pertimbangan teknis dalam penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha dan Nonperizinan. 

(4) Pem bentukan Tim Teknis sebagaim a na dimaksu d pada aya (1 ) d itetapkan 
den gan Keputusan Bupati. 

BABV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 12 

(1) Pem inaan dan penga wasan terha dap pelaksanaan Perizin Berusaha, 
maup n Nonperizinan secara adm inistratif dilakukan oleh DP PTSPTK. 

(2) Pembin aan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Periz·n an Berusaha, 

maupun Non perizinan secara teknis dilakukan oleh Pera ngkat Daerah 

Teknis. 

(3) Kepala DPMPTSPTK mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan 
pengawasan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal13 

Pad a saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Perizinan 
Tahap Pertama Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 7) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 



8 

Pasal14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan d i Singaparna 
Pada tanggal 31 Desember 2 21 

Ditetapkan di Singaparna 

Pada tanggal 31 ])esemben 232 11 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOM OR 128 
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